TEMUAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah dan Struktur Kepengurusan Wilayah

Muhammadiyah Jawa Timur

Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan
oleh Muhammad Darwis, yang di kemudian dikenal
dengan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, 8 Dzulhijjah
1330 H/18 Nopember 1912.Selain berprofesi sebagai
Khatib di Kraton Yogyakarta, Dahlan juga seorang
pedagang dan Penasehat Central Sarikat Islam (CSI).
Perjalanannya ke daerah luar Yogyakarta tampaknya
sangat terkait dengan ketiga profesi itu, sehingga
usahanya menyebarkan pembaharuan agama Islam
tersamar dalam aktivitasnya sebagai pedagang dan
penasehat CSI.

Pertama kali KH Ahmad Dahlan ke Jatim terjadi
sekitar 1916, atau 1 tahun setelah H Mas Mansur
sepulang dari Mekah dan Mesir menemuinya di
Yogyakarta (1915). Saksi kedatangan KH Dahlan ke
Surabaya ini dua di antaranya adalah tokoh pergerakan
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nasional Soekarno dan Roeslan Abdulgani. Keduanya
tidak hanya menyaksikan, tetapi juga mengikuti
pengajiannya di langgar Peneleh, Plampitan, serta di
langgar dekat rumah KH Mas Mansur (Kawasan
Ampel). KH Ahmad Dahlan datang ke Surabaya dan
memberikan tabligh di tiga tempat, yaitu di Kampung
Peneleh, Plampitan, dan Ampel. Pada tahun yang sama,
KH Mas Mansur untuk kedua kalinya datang ke rumah
KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Pertemuan kali ini
berlangsung lebih lama daripada tahun sebelumnya, dan
diisi dengan pembicaraan yang bersifat dialogis. Dari
dialog inilah KH Mas Mansur tampaknya amat terkesan
dengan kepiawaian KH Ahmad Dahlan dalam
menafsirkan al-Qur’an.

Kekaguman inilah yang mengantarkan KH Mas
Mansur menerima ajakan KH Ahmad Dahlan untuk
mendirikan Muhammadiyah di Surabaya 4 tahun
kemudian, atau 1920, yang secara resmi dideklarasikan
pada 1 November 1921. Muhammadiyah Surabaya
ditetapkan oleh Surat Ketetapan HB Muhammadiyah
No 4/1921. Muhammadiyah Surabaya langsung



berstatus Cabang yang diketuai oleh KH Mas Mansur,
dibantu oleh H Ali, H Azhari Rawi, H Ali Ismail dan
Kiai Usman.

Perjalanan KH Ahmad Dahlan di Jatim tidak
berhenti di Surabaya saja, karena dia ternyata juga
mengunjungi berbagai kota lainnya. Tempat-tempat
yang dikunjungi dan membuahkan hasil adalah
Kepanjen (21 Desember 1921), Blitar (1921),
Sumberpucung (1922), dan Ponorogo (1922). Tahap
selanjutnya, Muhammadiyah juga berdiri di Jombang
(1923), Madiun (1924), Ngawi (1925), Jember (1925),
Situbondo (1925), Malang (1926), Gresik (1926),
Lumajang (1927), Trenggalek (1927), Bondowoso
(1927), Bangkalan (1927), Sumenep (1927), Sampang
(1927), dan Probolinggo (1928).

Pada tahap selanjutnya, Muhammadiyah juga
didirikan di Pamekasan (1928), Kediri (rentang waktu
1927-1933), Tulungagung (1932), Banyuwangi (1933),
Magetan (rentang waktu 1932-1933), Nganjuk (1933),
Pacitan (1933), Tuban (1933), Mojokerto (1933),
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Sidoarjo  (1935-1936), Bojonegoro (1947), dan
Lamongan(1951).

Di awal pekembangan Muhammadiyah Jatim,
struktur kepemimpinan dan pembagian daerah masih
sangat sederhana. Hierarkinya pendek, dan lebih
mengedepankan dinamika organisasi, amal usaha,
kemudahan komunikasi, dan koordinasi. Awalnya hanya
terdiri dari ranting dan cabang. Ranting adalah level
yang paling bawah dan menjadi wadah bagi anggota. Di
atasnya terdapat cabang yang langsung berhubungan
dengan Pengurus Besar di Yogyakarta (Hoofdestuur).
Pada 1930-an barulah dirasakan perlunya pengelolaan
dan koordinasi yang lebih baik di cabang-cabang
maupun di ranting-ranting.

Berdasarkan keputusan Kongres (sekarang
Muktamar) ke-19 di Minangkabau pada 1930, Pengurus
Besar (kini  Pengurus Pusat) Muhammadiyah
mengangkat perwakilan di daerah-daerah dengan
sebutan Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah
(Consul Hoofdestuur), atau yang biasa disebut Konsul

Daerah. Awalnya Jatim dibagi menjadi 5 daerah, yaitu



Surabaya, Madiun, Madura, Besuki, dan Pasuruan, dan
baru pada 1937 Daerah Kediri didirikan.

Dalam konferensi 27-28 Oktober 1951, 6
Perwakilan Pengurus Besar Muhammadiyah Daerah
(Majelis-majelis Daerah) itu mengusulkan kepada PB
untuk membentuk Perwakilan Pengurus Besar di tingkat
Provinsi. Usulan ini kemudian diterima oleh PB dalam
sidangnya pada 22 Desember 1951. Melalui Surat
Ketetapan PB Nomor 180 D tertanggal 1 Jumadil Akhir
1371/27 Februari 1952, Perwakilan PB Wilayah Jatim
dibentuk dan dipimpin H Abdul Hadi (Ketua), dibantu
Nurhasan Zain, M Saleh Ibrahim, Rajab Gani, dan dr
Soewandhi.

Pada 1959, struktur organisasi dalam
Muhammadiyah  mengalami  perubahan  dengan
dibentuknya Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah
(PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).
Melalui Surat Pengesahan Nomor XXI/B tertanggal 13
Juli 1960, ditetapkan PWM Jatim 1959-1962 dengan
komposisi M Saleh Ibrahim (Ketua), dengan anggota
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Nurhasan Zain, Soedirman, M Turchan Badri dan H
Abdul Hadi. Kepemimpinan ini berlangsung hingga
periodeselanjutnya,1962-1965.

Pada periode 1965-1968, PWM Jatim dijabat
oleh Usman Muttagin sebagai ketua, didampingi oleh
dua wakilnya KH Bejo Dermaleksana dan HM Anwar
Zaini. Kepemimpinan ini dilanjutkan KHM Anwar
Zaini sejak 1968, dan terpilih kembali dalam Musywil
yang dilaksanakan pada 26-27 Dzulga’dah 1399/28-29
Oktober 1978 untuk periode 1978-1981. Selain Ketua,
KHM Anwar Zaini didampingi 3 Wakil Ketua (HM
Amien Barowi, dr Moh Suherman, dr Mutadi), 3
Sekretaris (Nurhasan Zain, Marchum Anwar BBA, dan
M Amin Hamdan), serta 3 Bendahara (Sismono, Drs
Noto Adam dan M Fuad Faqgih).

Kepemimpinan KHM Anwar Zain berlangsung
cukup lama, karena pelaksanaan Musywil harus
menunggu  Muktamar Muhammadiyah ke-41 di
Surakarta yang mengalami penundaan akibat tarik ulur
mengenai pemberlakuan Undang-undang (UU) 8/1985

tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengharuskan



setiap organisasi mencantumkan Pancasila sebagai asas.
Saat Musywil dilaksanakan pada 8 Februari 1986, KHM
Anwar kembali terpilih sebagai Ketua PWM. Kali ini
KHM Anwar didampingi 3 Penasehat (M Wisatmo, H
Mas’ud Atmodiwiryo, dan Nurhasan Zain), 4 Wakil
Ketua (H Abdurrahim Nur Lc, dr H Mutadi, HM Amin
Barowi, dan Drs H Amir Hamzah Wiryosukarto), 1
Sekretaris (M Mustagim Fadhil), 1 Wakil Sekretaris
(Abd Madjid Hamzah), 1 Bendahara (Drs Noto Adam),
dan 2 Wakil Bendahara (H Supardi dan M Fuad Faqih).
Namun KHM Anwar Zain tidak dapat menyelesaikan
masa kepemimpinannya karena meninggal dunia pada
Desember 1989.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua PWM,
dalam Musywil tahunan di Kediri 1990, diajukan 3
calon kepada PP Muhammadiyah, yaitu H Abdurrahim
Nur Lc, dr H Mutadi, HM Amin Barowi, yang
kemudian H Abdurrahim Nur Lc ditetapkan sebagai
Ketua PWM. Dia kembali terpilih dalam Musywil 1990
di Asrama Haji Surabaya masa jabatan 1990-1995.
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Komposisi PWM periode ini: KH Abdurrahim Nur Lc
(Ketua), Drs H Isro Kusnoto, Drs HM Hasyim Manan
MA (Wakil Ketua), Drs M Wahyudi (Sekretaris), Drs H
Nurcholis Huda (Wakil Sekretaris), HM Amin Barowi
(Bendahara), dan Drs H Kuslan MA (Wakil Bendahara).
KH Abdurrahim Nur Lc kembali terpilih dalam
Musywil 1995 di Malang. Komposisi PWM adalah: KH
Abdurrahim Nur Lc (Ketua), Drs H Munawar Thohir,
Dr H Fasich Apt (Wakil Ketua), Drs H Nurcholis Huda,
Drs HM Wahyudi Indrajaya (Sekretaris), Ir H Sulaiman,
H Admiral Manan (Bendahara), Drs H Kuslan MA
(Koor Bidang Tarjih dan Tabligh), dr H Mutadi (Koor
Bidang Sosial Ekonomi Kesehatan), Drs H Ahmad
Adjib (Koor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Drs
H Muhadjir Sulthon (Koor Bidang Organisasi dan
Kelembagaan), Drs H Isro’ Kusnoto (Koor Bidang
Kader dan SDM), serta KH Mu’ammal Hamidy Lc
(Koor Bidang Ekstern).

Kepemimpinan KH Abdurrahim Nur Lc
digantikan oleh Prof Dr H Fasich Apt melalui Musywil
pada 28-29 Oktober 2000 di Magetan. Komposisi PWM



2000-2005 adalah sebagai berikut: KH Abdurrahim Nur
Lc (Penasehat), Prof Dr H Fasich Apt (Ketua), Prof Dr
Syafig A Mughni MA, KH Mu’ammal Hamidy Lc, Drs
H Muhadjir Effendy (Wakil Ketua), Drs H Nur Cholis
Huda MSi (Sekretaris), Nadjib Hamid Ssos (Wakil
Sekretaris), Drs H Abd Rahman Azis (Bendahara), Drs
Achmad Achsin MM (Wakil Bendahara), Dr Achmad
Jainuri MA (Pembina Bidang Pendidikan dan Litbang),
Dr H Thohir Luth MA (Pembina Bidang Politik, HAM,
dan Hubungan Ekstern), Ir H R Sulaiman (Pembina
Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat), dr H
Syamsul Islam SpMk MKes (Pembina Bidang
Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat), H Admiral
Manan (Pembina Bidang Kaderisasi dan Organisasi),
dan Prof Dr H Imam Muchlas (Pembina Bidang Tarjih
dan Tabligh).

Kepemimpinan PWM mengalami pergantian
lagi melalui Musywil XIII di Madiun, 8-9 Dzulga’dah
1426 H/ 10-11 Desember 2005. Susunan PWM 2005-
2010 yang saat ini adalah sebagai berikut: Prof Dr H
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Fasich Apt (Penasehat), Prof Dr H Syafig A Mughni
MA (Ketua), Drs H Noer Cholis Huda MSi, KH
Mu’ammal Hamidy Lc, Dr H Muhadjir Effendy MAP
(Wakil Ketua), H Nadjib Hamid MSi (Sekretaris), Ir H
Tamhid Masyhudi (Wakil Sekretaris), Ir H Imam Sugiri
(Bendahara), Drs M Nidzhom Hidayatullah (Wakil
Bendahara), Prof Dr H Achmad Jainuri MA (Koor
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Prof Dr H Thohir
Luth  MA (Koor Bidang Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Masyarakat), Prof Dr H Zainuddin
Maliki MSi (Koor Bidang Publik dan Kehartabendaan),
Dr H Saad Ibrahim MA (Koor Bidang Tarjih dan
Tabligh), serta Drs HM Sulthon Amien MM (Koor
Bidang Usaha dan Keuangan).®’
B. Deskripsi Hasil Penelitian
Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang
yang memang banyak mengetahui sejarah dakwah
kultural yang dimunculkan Muhammadiyah, ketiga

informan  ini  dalam  struktur  kepengurusan
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Muhammadiyah masuk dalam bidang Tabliq dan
dakwah khusus. Secara umum data ketiga informan dan
sekaligus pandangannya tentang dakwah kultural
Muhammadiyah, adalah sebagai berikut:
1.Informan AZ
Informan ini bertempat tinggal di tengah kota Surabaya,
tepatnya di Jin. Barata Jaya V/1. Selain aktif di
kepengurusan Muhammadiyah Jawa Timur, juga aktif di
MUI Jawa Timur sebagai salah satu sekretaris, dan juga
dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Pekerjaan tetapnya sebelum pensiun adalah pegawai
Kementerian ~ Agama.Ketika  menjadi  pegawai
Kementerian Agama banyak menduduki jabatan, Mulai
dari pengawas Pendidikan Agama sampai Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. jabatan
terakhir, sebelum pensiun adalah Kepala kantor
Kementerian Agama Kodya Surabaya.

AZ Mengakui karena petunjuk dari Pengurus
Pusat Muhammadiyah tentang dakwah kultural masih
terlalu global, terjadi perbedaan persepsi di kalangan
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warga Muhammadiyah, termasuk Pengurus Wilayah
Muhammadiyah Jawa Timur. Menurut pengamatan AZ,
di kalangan warga Muhammadiyah, antara yang
menerima konsep dakwah kultural dengan yang
menolak, jumlahnya seimbang. Menurut pandangan AZ
secara pribadi, strategi dakwah yang sudah ada di
Muhammadiyah itu sudah cukup untuk melakukan
dakwah, tidak perlu ada dakwah kultural.

Menurut pemahaman AZ, dakwah Kkultural
adalah dakwah yang disesuaikan dengan keadaan
daerah, dengan arah yang jelas, yaitu tidak memelihara
kemusyrikan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya
memelihara tradisi lokal, seperti misalnya, sesaji,
sedekah bumi, dan larung adalah termasuk memelihara
kemusyrikan, dan bukan dakwah kultural. Menurut AZ
yang dimaksud kearifan lokal adalah kebiasaan baik dan
telah mentradisi di masyarakat, seperti gotong-royong
dan saling membantu.

Menurut AZ jika ada warga Muhammadiyah
ikut dalam kegiatan yang sifatnya memelihara tradisi

lokal, tujuannya adalah ingin  menghilangkan



kemusyrikan itu, sehingga ikut di dalamnya, tapi tidak
mengikuti arus. Tapi jika usaha untuk menghilangkan
kemusyrikan itu tidak bisa, warga Muhammadiyah lebih
baik diam.

Berkaitan dengan kegiatan tahlilan yang biasa
dilakukan warga NU, menurut AZ biasanya warga NU
sudah tahu sendiri, sehingga tidak mengundang.Tentang
seni, sepanjang seni itu tidak melecehkan agama, tidak
ada masalah.%®
2. Infirman YM

Informan ini bertempat tinggal di wilayah
Surabaya Timur, tepatnya di jl. Gunung Anyar Tengah
3/35. Kawasan ini merupakan basis NU. Profesi sehari-
hari adalah dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
Surabaya.

Dibandingkan dengan AZ yang tinggal di

komplek perumahan di tengah Kota Surabaya, tantangan

8 \Wawancara dengan AZ di Kantor MUI Jawa Timur Tgl.1-Maret-
2011
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YM lebih besar dalam mengembangkan dakwah
kultural Muhammadiyah.

YM yang berdomisili di lingkungan pengikut
NU fanatik, berbeda dalam memahami dan
mengembangkan dakwah kultural ~Muhammadiyah.
YM beberapa kali mengikuti kegiatan tahlilan yang
diadakan warga. Menurut YM, kehadirannya dalam
kegiatan tahlil hanya sebatas menjalin hubungan
silaturrahmi dengan warga.

Sebagai Pengurus Muhammadiyah Bidang
Tabligh, yang bersentuhan langsung dalam dakwah
pada masyarakat, berdakwah pada masyarakat memang
harus penuh kebijakan. Menurutnya, konsep dakwah
kultural ini ada kecenderungan diterima di kalangan
pengurus majlis tabligh, tapi ditolak di kalangan
pengurus majlis tarjih. Alasan penolakan majlis tarjih,
jika dakwah kultural dikembangkan, gerakan
Muhammadiyah akan kehilangan ruhnya.

Menurut YM realita di lapangan ketika
berkunjung di Pengurus Daerah Muhammadiyah di

Jawa Timur dalam rangka sosialisasi konsep dakwah



kultural Muhammadiyah, terjadi perbedaan pemahaman
di kalangan pengurus daerah berkaitan dengan aplikasi
di lapangan(ada petunujuk pwm).

Menurut YM, ketika berhadapan dengan
budaya/tradisi lokal yang bertentangan dengan
Muhammadiyah, tidak bisa serta merta
menolak/menjauh, tapi perlu ada langkah-langkah yang
lebih bijak sehingga tidak menyebabkan masyarakat
yang didakwahi menjauh yang akhirnya malah menjadi

musubh.
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